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INTISARI 

Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Perlindungan Hukum 

Kepada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Tinjauan 

Teori Legal System Friedman dan Maqashid Sharia (Studi di Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya)”. Skripsi ini ditulis guna 

menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yakni : Bagaimana 

perlindungan hukum korban KSBE yang dilakukan oleh Polrestabes Kota 

Surabaya. dan Bagaimana analisis tindak pidana KSBE dalam pandangan Teori 

Legal System Friedman dan Maqashid Sharia. 

 Data penelitian ini diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara dari pihak kepolisian, yakni penyidik pada Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya dan didukung dengan wawancara dari 

pihak pemantau, yakni Komisi Nasional Perempuan Indonesia. Penelitian ini 

didukung dengan data kepustakaan, kemudian data yang diperoleh tersebut 

dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian empiris.  

 Hasil dari penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban 

KSBE pada Unit PPA Polrestabes Kota Surabaya terdapat beberapa tahap, yakni 

tahap pendampingan dan tahap pemulihan. Informasi yang didapat berupa 

kerjasama kelembagaan antara Unit PPA dan UPTD PPA dalam memberikan 

perlindungan secara fisik dan psikis, sedangkan pihak kepolisian melakukan 

penegakkan hukum terhadap pelaku KSBE. Dalam penanganannya Unit PPA 

Polrestabes mengalami beberapa hambatan dalam aspek fasilitas alat digital 

forensik, dan kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga penanganan kasus KSBE 

menjadi tidak maksimal. Selanjutnya dalam aspek legal substance ketiadaan 

Peraturan Pemerintah atas UU TPKS menjadi hambatan dalam penanganan kasus 

KSBE, dalam aspek legal structure, masih kurangnya pemahaman gender Aparat 

Penegak Hukum dalam menangani kasus KSBE, dan aspek legal culture, 

menunjukkan masih kentalnya budaya partriarki dalam masyarakat. Selanjutnya 

pada aspek hukum pidana Islam, bahwa tindak pidana KSBE masuk pada kategori 

hukuman Ta’zi>r, serta dalam pandangan Maqa>s}id Al-Shari>‘ah KSBE masuk pada 

perlindungan terhadap nyawa, perlindungan terhadap harta benda, dan 

perlindungan terhadap akal. 

 Adapun terdapat beberapa saran, untuk pembuat kebijakan segera membuat 

Peraturan Pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum UU TPKS. Adapun saran 

untuk kepolisian yakni memfasilitasi alat digital forensik pada Unit PPA tingkat 

polres untuk mengefektifkan penanganan kasus, dan memberikan pelatihan polwan 

tentang pemahaman gender untuk di tempatkan pada Unit PPA. Terakhir, untuk 

pemerintah dan masyarakat sebagai perlindungan preventif selalu galakkan 

sosialisasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman atas literasi 

digital mengenai pentingnya memahami kasus KSBE agar tidak terjadi dikemudian 

hari. 
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